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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 35 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

. a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor
04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang
perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
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